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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum ada kasus
tentang anak yang terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak karena belum berlaku pada saat itu, maka
berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dapat disimpulkan bahwa dalam
pengancaman sanksi pidana penjara diurutkan paling bawah terhadap anak
sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak adalah upaya yang lebih baik. Undang-undang yang baru ini lebih
memperhatikan kepentingan dan hak-hak anak. Dalam undang-undang ini, anak
yang melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum.
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun
tapi belum mencapai 18 tahun. Upaya penjara bukan lagi jalan utama untuk
menjerakan anak, melainkan dibina. Undang-Undang ini juga menerapkan
Upaya Diversi dan Keadilan Restoratif. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana,
jadi pidana penjara adalah jalan terakhir setelah adanya upaya Diversi. Keadilan
restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
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B. Saran

Peradilan Pidana diharapkan menjalankan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak ini dengan baik. Semua
kepentingan tentang hak-hak anak haruslah lebih diprioritaskan karena
menyangkut tentang masa depan anak. Lembaga-lembaga yang mendampingi
anak dalam pengadilan juga diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Bentuk penghukuman pidana penjara dirasa sudah tidak layak lagi bagi anak
karena anak yang dihukum bukan berarti tidak melakukan perbuatan kejahatan
lagi. Pembinaan terhadap anak adalah jalan yang terbaik serta dapat mendidik
anak ke arah yang benar, maka dengan adanya aturan pidana penjara mendapat
tempat pilihan terakhir yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangatlah efisien dan tidak
merugikan anak serta berguna juga bagi pemerintah betapa sangat pentinganya
perlindungan anak itu. Diharapkan juga Pemerintah memberikan penyuluhan
kepada orang tua dan anak supaya tindak pidana itu sebisa mungkin jangan
dilakukan. Peran orang tua juga sangat penting bagi anak, sebisa mungkin orang
tua menjalin hubungan yang baik kepada anak-anaknya dan memberikan
pendidikan yang berguna serta menempatkan anak dalam lingkungan yang baik
agar anak tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif yang mungkin nanti hal

negatif tersebut bisa dicontoh oleh anak.
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